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Abstract 
This present study was intended to understand the peoples perception on the comdemnation of 
street prostitutes and to know and explain the influence of the comdemnation of the prostitutes 
on the municipal government in formulating policies on this case using value or policy 
approaches. This study was based on the idea the criminal sanctions that have so far been given 
to the prostitutes. The peoples perception on the comdemnation of the prostitutes that the 
concemnation is ineffective in terms of the aspect of criminal sanction. The perception is from 
social affairs department and also municipal police unit. However, according to the 2005 local 
regulation no. 8 as a new regulation in malang municipality, the subject of the actors is 
widened. Therefore, the application of the local regulation is in line with the factors inherent 
in the doers (prostitutes), for example, economic or unhappy marriage factors. Based on the 
condition, it is necessary to maximize the guidance. Dealing with the influence on the malang 
municipality government, preventive action as a tool to avoid penal actions is thought to be 
ineffective in line with the application of the regulation. Therefore, the malang municipality 
government should develop a certain policy i.e, providing a rehabilitation centre as a non-
penal prevention as suggested by the social affairs department and the municipal police unit. 
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PENDAHULUAN 

       Indonesia adalah negara hukum 
(rechtstaat), bukan negara yang berdasarkan 
kekuasaan belaka (machstaat). 
Konsekuensinya bahwa setiap tindak tanduk 
warga negara didasarkan pada aturan yang 
dibuat oleh penyusun Undang-undang. 

       Adalah tugas negara berkewajiban 
menjamin kehidupan warga negaranya untuk 
mewujudkan perlindungan agar tidak terjadi 
victim (korban) dalam segala aspek 
kehidupan. Sungguh merupakan impian 
bilamana hal itu terjadi di Indonesia, alhasil 
tidak akan nampak sedikitpun tentang  
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penyakit masyarakat, dimana masing-masing 
warga negara di Indonesia tidak perlu berpikir 
panjang untuk menghidupi dirinya, karena 
untuk masalah sandang, pangan, dan papan 
dibebankan pada negara. 

      Isyarat sebagaimana diamanatkan dalam 
UUD NRI Tahun 1945 dalam BAB X tentang 
HAM disebutkan setiap warga negara 
mempunyai hak untuk bekerja demi 
penghidupan yang layak artinya formulasi 
tersebut dilakukan ketika masyarakat 
mempunyai interpretasi bahwa pekerjaan, dan 
bekerja merupakan sepenuhnya tanggungan 
pemerintah (antara departemen), yang 
kemudian ketika diimplementasikan pada 
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kondisi realita yang ada, malahan sebaliknya 
bekerja dan pekerjaan adalah hak asasi 
manusia, maka setiap warga negara di 
Indonesia mempunyai hak dan 
menyalurkannya sesuai dengan asasinya. 
Sebagai indikator, menjamur kehidupan 
Pedagang Kaki Lima, Gelandangan (peminta-
minta), muncul komunitas anak jalanan, dan 
Penjaja Seks baik yang dikelola maupun yang 
tidak dikelola yang disebut dengan Pekerja 
Seks Komersial Jalanan. 

      Apapun sasaran pembangunan yang 
dicanangkan oleh Pemerintah mempunyai 
dampak dari hal itu, mulai dari introduction 
bangunan politik adalah panglima ataukah 
yang selanjutnya bangunan ekonomi adalah 
panglima. Pada pemerintahan Susilo 
Bambang Yudoyono ini, space untuk 
mencanangkan pola dan sasaran 
pembangunan cukup besar. Strategi politik 
telah berimbang, bahwa kekuatan rakyat dapat 
mengimbangi kekuatan pemerintah baik 
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam 
Pembangunan di bidang hukum khususnya, 
hukum yang bersifat responsive, yang 
menanggalkan hukum represif dan otonom, 
secara pragmatis terimplementasikan dalam 
tahapan formulasi peraturan, baik pusat 
maupun di daerah. Philippe Nonet dan Philip 
Selznick (tanpa tahun: 91)mengemukakan  
more specifically, responsive law fosters 
civility in two basic  ways : overcoming the 
parochialism of communal morality; and 
encouraging a problem-centered and socially 
integrative approach to crises of public order. 
Hanya saja persepsi terhadap Hak asasi yang 
keblabasan berakibat tidak baik menuju 
negara hukum yang dicita-citakan. 
       Wujud negara hukum yang dicita-citakan, 
yang memperhatikan hak-hak asasi manusia, 
yang didasari pada reaksi masyarakat dalam 
penyusunan kebijakan negara atau daerah 
sebagaimana dikemukakan di atas yang 
bertujuan diminimalisasi terjadinya korban 
dalam pembangunan, terhadap permasalahan  
pekerja seks komersial khususnya, membuat 
Pemerintah Kota Malang berpikir panjang. 
Hal ini disebabkan pelanggaran ketertiban 
umum yang dilakukan oleh  Pekerja Sek 

Komersial (PSK) pada umumnya karena 
sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan 
tuntutan makan  setiap hari. Penanggulangan 
dengan cara repressive yang dilakukan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota 
Malang dapat dikatakan memenuhi hasil, akan 
tetapi langkah tindak lanjut setelah 
represivitas itu tidak seimbang, dimana 
setelah di proses di Pengadilan dan diputus 
pidana masih saja mereka melakukan 
pelanggaran ketertiban umum itu, sebab lain 
dikarenakan persoalan individu antara 
tuntutan demi kebutuhan seks, keretakan 
rumah tangga.(wawancara, 20 Oktober 2004)  
       Pada tataran penegakan hukum melalui 
penerapan Perda, pelanggaran ketertriban 
umum ini menemukan berbagai kendala 
khususnya di tingkat penjatuhan sanksi pidana 
berupa denda. Perda yang sementara ini belum 
dilakukan perubahan, sanksi pidananya 
menggunakan Perda No. 4 Tahun 1958, 
dimana Pasal 2 dari ketentuan itu disebutkan 
siapapun yang ada di jalan, di dekat atau 
tempat-tempat yang kelihatan dari jalan, 
dilarang membujuk atau memikat orang lain 
dengan perkataan-perkataan, isyarat-isyarat, 
tanda-tanda atau perbautan-perbuatan lain 
yang maksudnya mengajak melakukan zina 
atau perbuatan cabul, secara langsung maupun 
tidak langsung. Selanjutnya dalam Pasal 11 
disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 2 tersebut dihukum dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 
hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 
1000,00. Sedangkan berdasarkan suatu data 
hasil sidang PSK Tahun 2004 (Pemkot 
Malang: data hasil operasi, 2004) penerapan 
Perda tersebut disesuaikan. yaitu ditingkat 
penerapan lama dan besarnya sanksi pidana 
berdasarkan suatu konvensi saja yang artinya 
belum ada pijakan hukum yang mampu untuk 
membuat rasa takut pelaku pelanggaran, 
dimana  dalam prakteknya pidana berupa  
denda rata-rata minimum Rp. 50.000,00 
sampai dengan Rp. 100.000,00, sedangkan 
pidana kurungan rata-rata 3 hari sampai 1 
bulan. 

       Di luar koridor masalah ekonomi, (Lutvi 
Cahyono, 2004 : 33) upaya pemberdayaan 
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masyarakat untuk sadar terhadap 
permasalahan kotanya khususnya dari aspek 
penyakit masyarakat berupa Pekerja Seks 
Komersial ini perlu dicari jalan keluarnya, 
paling tidak untuk meminimalisasi korban 
(J.E Sahetapy, 2002: 5) yang ada dan untuk 
suatu tujuan demi mensejahterakan 
masyarakat diperlukan suatu pemikiran untuk 
meninjau ulang kebijakan terhadap PSK 
selama ini. 
       Timbulnya aksi sepihak akibat kurang 
kontrolnya pemerintah terhadap 
permasalahan Pekerja Seks Komersial, 
misalnya seperti yang pernah dilakukan Front 
Pembela Islam tahun-tahun lalu, merupakan 
warning. Tidak cukup itu saja akibat 
keberadaan Pekerja Seks Komersial, 
timbulnya penyebaran atau menularnya 
penyakit kelamin dikalangan masyarakat yang 
untuk hal ini bantuan masyarakat dalam upaya 
penanggulangannya tidak sedikit melalui 
LSM-LSM anti HIV dan LSM Perempuan. 
Meskipun telah ada upaya sarana dan 
prasarana, hal ini tidak langsung dapat 
mencegah keberadaan PSK. Hukum positip 
yang diupayakan sebagai sarana untuk 
mencegah dan menakut-nakuti melalui sanksi 
pidananya, dimana menurut Muladi dan Arief 
(Masruchin Ruba’i, 1983: 62) pidana harus 
melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana 
mengandung pencelaan, tetapi baik pencelaan 
maupun unsur pembalasan tidak dapat 
diterima apabila tidak membantu pencegahan 
kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 
masyarakat, dus dikeluarkan kebijakan yang 
kurang sistemik dan comprehensif antara 
pemerintah dan masyarakat, permasalahan 
tentang PSK ini tetap mengemuka. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Moch. 
Soedarmaji operasi-operasi digelar untuk 
menjaring para PSK, misalnya pada tanggal 
11 Maret 2003. Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam operasi Yustisi berhasil menjaring 6 
PSK dengan TKP di Jl. Pajajaran (4 PSK) dan 
Matahari Plasa (2 PSK). Langkah upaya 
Yustisi yang dilakukan secara periodik dan 
berkelanjutan, selanjutnya dikatakan oleh 
beliau (www.pemkot malang, go.id.supernet, 
22 September 2004) merupakan komitmen 
Pemerintah Kota untuk menegakkan 

Peraturan Daerah, sebagai langkah shock 
terapi serta penyadaran hukum, maka operasi 
dilanjutkan dengan sidang Yustisi pada hari 
Rabu, 12 Maret 2003 bertempat di ruang 
sidang Satpol. PP. 

      Untuk itu dalam upaya paling tidak 
memberi masukan guna memecahkan tumbuh 
suburnya PSK ini, penulis tertarik untuk 
mengangkat demi bangunan hukum, 
kesejahteraan sosial serta realitas sosial yang 
ada di kota Malang menjadi suatu penelitian 
dari aspek pemidanaan, dan pengaruhnya 
terhadap kebijakan yang akan datang  

       Dengan memahami dan mencermati hal-
hal tersebut di atas dengan mengingat pokok 
permasalahannya adalah pada Persepsi 
Masyarakat terhadap Pemidanaan PSK dan 
Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pemkot, 
maka dapat dirumuskan beberapa masalah   
antara lain, bagaimanakah persepsi 
masyarakat terhadap pemidanaan Pekerja 
Seks Komersial Jalanan? Bagaimanakah 
pengaruhnya terhadap kebijakan Pemkot 
Malang ? 

METODE PENELITIAN 
1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan 
bercorak penelitian kualitatif, dengan 
pendekatan yuridis sosiologis yang dijabarkan 
dengan pola pendekatan kebijakan Perda No. 
4 Tahun 1958, diasah dengan pendekatan 
nilai, kemudian dikontribusikan untuk 
perlunya kebijakan Pemkot yang akan datang. 
Fokus atau pokok permasalahan awal yang 
dipilih adalah persepsi masyarakat terhadap 
pemidanaan PSK sesuai dengan metode 
dalam penelitian kualitatif. Sanapiah S Faisal 
(1990: 42) mengemukakan bahwa dalam 
penggunaan metode penelitian kualitatif 
didasarkan pada focus atau pokok 
permasalahan awal yang dipilih. 

2.   Penetapan Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dengan mengingat dan 
mempertimbangkan penelitian yang 
berkarakteristik kualitatif  pada aspek tenaga 
dan waktu ini dilakukan di Kota Malang 
dengan pertimbangan lainnya bahwa Kota 


